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ABSTRAK

Harefa, Mardius, 2023. Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus Di Desa Sisobahili
Kecamatan Namohalu Esiwa. Skripsi Prodi Manajemen Universitas Nias.
Pembimbing Eliyunus Waruwu, S.Pt. M.Si
Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili merupakan sebuah lembaga yang

berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama

kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta
melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Namun kenyataanya pengawasan
yvang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili masih belum
optimal hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan
Pemusyawaratan Desa mengenai pengawasan program dana desa. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana model pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan program dana
desa di Desa Sisobahili. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan
menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengambil Desa Sisobahili
sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan
memberikan pertanyaan kepada 8 (delapan) informan, observasi, dan analisis
dokumen terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program
dana desa. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk
menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta kendala-kendala yang
dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model
pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa terhadap program
dana desa di desa Sisobahili kecamatan Namohalu Esiwa yaitu pengawasan

langsung dan pengawasan tidak langsung.

Kata Kunci: Model Pengawasan BPD, Pengawasan Langsung dan Tidak
langsung
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ABSTRACT

Harefa, Mardius, 2023. Analysis of the Village Consultative Body Supervision
Model for the Village Fund Program, Case Study in Sisobahili Village,
Namohalu Esiwa District. Nias University Management Study Program
Thesis. Supervisor Eliyunus Waruwu, S Pt., M.Si
The Sisobahili Village Consultative Body is an institution whose function is

to discuss and agree on draft village regulations with the village head,

accommodate and channel the aspirations of the village community, and supervise
the performance of the village head. However, in reality, the supervision carried

out by the Sisobahili Village Consultative Body is still not optimal, this is due to a

lack of understanding and experience of the Village Consultative Body regarding

supervision of village fund programs. The aim of this research is to analyze the
monitoring model carried out by the Village Consultative Body regarding the
implementation of the village fund program in Sisobahili Village. To achieve this
goal, this research will use a qualitative approach method by taking Sisobahili

Village as the research location. Data will be collected through interviews by

asking questions to 8 (eight) informants, observations and analysis of documents

related to the Village Consultative Body's supervision of the village fund program.

Data analysis will be carried out systematically and in depth to produce a better

understanding of the supervision model carried out by the Village Consultative

Body and the obstacles faced. Based on the research results, it was concluded that

the supervision model carried out by the village consultative body for the village

fund program in Sisobahili village, Namohalu Esiwa subdistrict, was direct

supervision and indirect supervision.

Keywords: BPD Supervision Model, Direct and Indirect Supervision
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BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang
memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 Pasal 31 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta
melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk mendukung
pembangunan desa, Pemerintah Indonesia melalui program dana desa
mengalokasikan dana langsung dari APBN.Program dana desa bertujuan
untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi
masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan
pelayanan di tingkat Desa.

Program dana desa merupakan salah satu program Pemerintah yang
bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi,
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 Pasal 1 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan ~ pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan
pemberdayaan masyarakat.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan utama
program Alokasi Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi
kesenjagan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa,
mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan

keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan nilai-nilai




keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan
kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa,
mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat
desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes).

Namun, pelaksanaan program dana desa memerlukan pengawasan
yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Silalahi
dalam Rahmawati & Rizki (2020:30) tujuan dari pengawasan adalah:

1. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang
telah direncanakan,

2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,

3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan,
sedang atau mungkin yang akan terjadi dalam pelaksanaan,

4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya,

5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 82,
memberikan peran kepada masyarakat desa dalam pengawasan dan
pemantauan pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan
informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa,
masyarakat desa berhak melakukan pemantauvan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat
berpatisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan
pelaksanaan pembangunan desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dana
desa yaitu untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap proses
pembangunan yang bertujuan untuk menghindari penyimpangan. Bentuk-
bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan seperti
keterlibatan dalm pekerjaan fisik, mengetahui progres pencapaian
pelaksanaan pembangunan, menyampaikan saran terhadap permasalahan,

melakukan evaluasi terhadap pelaksanan dana desa.




Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrul Haq (2019) Pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa terhadap alokasi dana desa menunjukkan
bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap alokasi dana desa belum optimal. Hal ini disebakan
oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan
fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang
kompeten dan secara kelembagaan, kurangnya sarana dalam mendukung
kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, serta pendanaan yang kurang
mencukupi untuk operasional dan kesejahteraan Badan Permusyawaratan
Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Krisdian et al. (2021)
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa
menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum
optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD
dalam melaksanakan pengawasan yaitu sumber daya kurang memadai,
kurangnya pemahaman BPD terhadap peraturan pengunaan dana desa,
serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah dana desa.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A
Khaerun Hidayah et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas
pengawasan BPD terhadap pengelolaan anggaran dana desa sangat efektif.
Hal ini disebabkan karena beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi
kinerja BPD diantaranya faktor hukum sebagai landasan yuridis, faktor
masyarakat sebagai pendukung, dan faktor adat/kebiasaan sebagai

penunjang.




Tabel 1.1 Ringkasan gap pengawasan BPD terhadap program dana desa

L Faktor Hasil
No Peneliti Faktor Penghambat Pendukung Penelitian
Nasrul Haq |I. Kurangnya Sumber Daya
I (2019 Manusia BPD Belum
' 2. Kurangnya Sarana BPD Efektif
3. Kurangnya Insentif
1. Kurangnya SDM
2. Kurangnya Partisipasi
4 Ade Krisdian, Masyarakat Belum
- etal.(2021) [B. BPD Belum Memahami Efektif
Juknis Penggunaan Dana
Desa
A Khaerun 1. Faktor Hukum Sangat
3. Hidayah 2. Partisipasi Efél:lif
(2021) Masyarakat

Dari penelitian di atas disimpulkan bahwa pengawasan yang
dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanan program dana desa belum efektif
hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya sumber daya
manusia yang kurang kompeten, kurangnya pemahaman BPD terhadap
tugas dan fungsinya dalam pengawasan dana desa. kurangnya pemahaman
BPD terhadap penggunaananggaran dana desa, serta kurangnya partisipasi
masyarakat dalam memantau pelaksanaan program dana desa.

Desa Sisobahili merupakan salah satu desa di Kecamatan Namohalu
Esiwa yang memiliki luas wilayah 1.600 Ha dengan jumlah penduduk 634
jiwa, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pekebun
karet. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan prinsip gotong-royong
menjadi kekuatan bagi mereka dalam hal kegiatan produksi, bekerja sama,
hingga sikap saling tolong-menolong serta hubungan antar masyarakat
masih berdasarkan ikatan kekeluargaan.

Dalam konteks Desa Sisobahili, terlihat bahwa BPD belum optimal
dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pengawasan terhadap
program dana desa. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti ada
beberapa permasalahan yang terjadi seperti realisasi yang tidak sesuai
dengan draf rencana yang sudah disepakati bersama sebelumnya, adanya
program yang tidak terlaksana, adanya potensi penyalahgunaan anggaran,

dan kurangnya pemahaman dan pengalaman Badan Pemusyawaratan Desa




mengenai pengawasan program dana desa. Hal ini dapat membuktikan
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan
program dana desa masih belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan
penelitian yang bertujuan untuk menganalisis model pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa
di Desa Sisobahili, Kecamatan Namohalu Esiwa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa serta
mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
melaksanakan pengawasan terhadap program dana desa. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi Badan
Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan
mengatasi kendala yang ada. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi
sumber informasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait lainnya dalam
merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam pengawasan
program dana desa.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan
menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengambil Desa
Sisobahili sebagai lokasi penelitian. Data akan dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa. Analisis data akan
dilakukan secara sistematis dan mendalam untuk menghasilkan
pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan yang dilakukan
oleh Badan Permusyawaratan Desa serta kendala-kendala yang dihadapi.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman
vang lebih komprehensif tentang model pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa dan memberikan
masukan yang berharga bagi peningkatan kinerja BPD dalam menjalankan
fungsi pengawasan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan
menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

pengawasan pemerintahan desa.




Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model pengawasan
yang efektif, diharapkan program dana desa di Desa Sisobahili dapat
diawasi dengan lebih baik, sehingga pengelolaan dana desa dan realisasi
program dapat sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.
Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi
yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan peran dan kinerja
Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan program dana desa di
Desa Sisobahili, serta menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam
mengoptimalkan pengawasan program dana desa.

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama dalam program
dana desa. Dalam hal ini, penelitian ini juga akan melihat sejauh mana
partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan program dana desa di Desa
Sisobahili. Melalui wawancara dan diskusi dengan masyarakat desa,
penelitian ini akan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin
dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pengawasan
program dana desa, seperti kurangnya pemahaman tentang peran mereka,
hambatan komunikasi, dan keterbatasan sumber daya.

Dengan melibatkan masyarakat desa dalam penelitian ini,
diharapkan hasil penelitian akan lebih komprehensif dan memberikan
gambaran yang lebih akurat tentang model pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
program dana desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar
untuk merumuskan rekomendasi dan strategi yang lebih efektif dalam
meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam program
dana desa.

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan
instansi terkait lainnya dalam melakukan perbaikan dan perubahan
kebijakan terkait pengawasan program dana desa. Rekomendasi yang
dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam

mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif, memperkuat peran




1.2

1.3

dan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, serta meningkatkan
partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program dana desa.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti
tentang “Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Terhadap Program Dana Desa Studi Kasus di Desa Sisobahili

Kecamatan Namohalu Esiwa”.

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti fokus untuk
menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa terhadap program dana desa di Desa Sisobabhili,
Kecamatan Namohalu Esiwa. Penelitian ini akan melihat secara mendalam
bagaimana Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan
terhadap pengelolaan dana desa dan realisasi program pembangunan di
desa Sisobahili. Meneliti tentang “Model Pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa rumusan
masalah yang ditemukan Peneliti antara lain :

1. Bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan program dana
desa di Desa Sisobahili?

2. Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan
pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?

3. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa sisobahili?

4. Apa solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana

desa di Desa Sisobahili?
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1.5

Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang tercantum di atas, maka ada

beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti antara lain :

I.

Untuk menganalisis bagaimana model pengawasan yang dilakukan
oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan program
dana desa di Desa Sisobahili.

Untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan
pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili.

Untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh
Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan
terhadap program dana desa di Desa Sisobahili.

Untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana

desa di Desa Sisobabhili.

Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan peneliti terutama dalam hal pengawasan BPD terhadap
pelaksanaan program dana desa.

. Bagi tempat penelitian
penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada
pemerintah desa, BPD, dan stakeholders terkait tentang pentingnya
peran BPD dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa, serta
dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa, serta dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait
program pembangunan di tingkat desa.

. Bagi Universitas Nias
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pengawasan BPD




terhadap program dana desa serta menjadi sumber bacaan dan
referensi bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi

pembacanya.

b. Manfaat Teoritis

1. Menambah kontribusi pengetahuan dalam bidang pengawasan dan
pengelolaan dana desa, khususnya dalam konteks peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang model
pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan program dana desa di
tingkat desa.

3. Menyediakan landasan teoritis dan referensi bagi penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan dana desa dan peran

BPD.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

2.1.1 Badan Permusyawaratan Desa

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis hal ini tertuang
dalam ketentuan umum peraturan menteri dalam negeri Republik
Indonesia nomor 110 pasal 1 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

Menurut Farhan (2022) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakan  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa, keberadaan BPD
dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Siagian dalam Tri Angraini (2021:13) menyatakan
bahwa Pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang
dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan
sebelumnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi
permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan kewenangan desa, baik
dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

dan pembinaan kemasyarakatan.

. Tujuan Program Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan utama
program Alokasi Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan

mengurangi kesenjagan, meningkatkan kualitas perencanaan dan

10
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penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang
berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pengamalan
nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan
peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-
royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan
masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Menurut Safriani dalam Khaerun et al. (2021) Dana desa adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang
diperuntungkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup,
serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan KEMENDES Nomor 21 Tahun 2015 Ayat
6 dana desa diarahkan pada program-program seperti:

1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan
pangan dan permukiman;

2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan masyarakat;
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3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan:

4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan
dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;

5) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi

terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

. Fungsi dan Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia
No 110 Pasal 31 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai fungsi:

1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa:

2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota BPD melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan
Undang-undang yang mengatur, serta sesuai_dengan rencana yang telah
disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Adapun fungsi-fungsi yang
dijalankan oleh BPD sebagai berikut:

a) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk
membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan
masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat.
Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk
hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama
dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan
pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan
bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa.
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Fungsi Pengawasan

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD
adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan
masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55
huruf ¢ menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu
melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap
kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan
pemerintah  desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan
permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Hasil dari
pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan
kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi pelaksanaan
tugas dari kepala desa salah satunya yaitu capaian pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Evaluasi Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 48
menyebutkan bahwa, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan evaluasi
laporan yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama
1 (satn) tahun anggaran, melakukan pelaksanaan evaluasi
berdasarkan  prinsip  demokratis, responsif, transparansi,
akuntabilitas dan objektif, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas
Kepala Desa, meliputi:

1) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa
2) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
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3) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan
perundang-undangan

4) Prestasi Kepala Desa.

Fungsi Penyalur aspirasi Masyarakat

BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping
menjalankan fungsinya sebagai penghubung antar kepala desa
dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu
fungsi representasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa, dalam peraturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang yang
mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan wewenang Badan
Permusyawaratan Desa, yaitu hak yang dimiliki oleh BPD
dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa. Adapun hak dari BPD yaitu, mengawasi dan meminta
keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Tugas dan tanggungjawab Badan Pemusyawaratan Desa
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
pasal 32, bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas
untuk:

1) menggali aspirasi masyarakat;

2) menampung aspirasi masyarakat;
3) mengelola aspirasi masyarakat;
4) menyalurkan aspirasi masyarakat;

5) menyelenggarakan musyawarah BPD;
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6) menyelenggarakan musyawarah Desa;

7) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antar waktu;

9) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;

10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

d. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 63 dimana BPD

memiliki kewenangan yaitu:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa
Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada pemerintah desa

Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan
mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata
kelola pemerintahan yang baik

Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk
mendapatkan aspirasi

Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa
secara lisan dan tertulis

Mengajukan  rancangan  peraturan desa yang  menjadi

kewenangannya
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7) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan mayarakat desa

8) Menyusun peraturan tata tertib BPD

9) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil
kepada Bupati/walikota melalui camat

10) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan permusyawaratan Desa
tidak lepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 110 Tahun 2016, dimana kewenangan yang dilaksanakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh yang besar terhadap

susunan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang

menjadi wakil dari suara masyarakat desa yang diharapkan dapat
menyampaikan aspirasi masyarakat dalam hal kemajuan desa dan
kemajuan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta
wewenang dalam melaksanakan pengawasan yang bersifat insidenti

juga menjadikan desa yang transparan.

. Peraturan dan Ketentuan Pengawasan Program Dana Desa Oleh
Badan Pemusyawaratan Desa
Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun

2016, Pasal 46 tentang ketentuan pelaksanaan pengawasan kinerja
kepala dan program dana desa yaitu:
1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;

b) pelaksanaan kegiatan; dan

c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa monitoring dan evaluasi
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2.1.2 Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyusun Perencanaan
desa dan Pembangunanan Desa

Menurut Syamsu Alam (2019) Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai peran untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam
rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPD) berjangka 1 (satu) tahun serta perencanaan Angaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDesa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan
Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan
menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan
memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi
peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta
jalannya pemerintahan desa. Untuk lebih menjamin nilai demokratis pada
desa tetap berjalan, maka dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, hadirlah Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa dalam menunjang segala keterlaksanaa yang
tertera dalam regulasi di atas dalam tercapai (Bambang & Azlan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020, Pasal 1 perencanaan
pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat
secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa
dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan
kemiskinan.

Badan permusyawaratan Desa mempunyai peran penting dalam

perencanan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa
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(RPJM Desa) dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD
yang dihadiri perangkat Desa dan unsur masyarakat dalam rangka
perencanaan pembangunan Desa, untuk menghimpun serta merumuskan
gagasan Desa dan partisipasi masyarakat yang disusun dalam dokumen.
Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas penyusunan RPIM
Desa yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Setelah peraturan desa
tentang RPJM Desa di tetapkan harus di sosialisasikan kepada masyarakat
tentang hasil prioritas yang disetujui oleh Pemerintah Desa sebagai prinsip

pembangunan desa yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif.

Indikator Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Menurut George R Terry dalam Farhan (2022) ada beberapa
Indikator Pengawasan:
a. Mengukur Hasil Pekerjaan
Pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak
diawasi sesuai dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu
pekerjaan yang akan dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa
mempunyai peran yang sangat penting untuk mengukur pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan prosedur dan perencanaan sebelumnya.
b. Membandingkan Hasil Pekerjaan
Membandingkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja
dengan hasil kerja sebelumnya, artinya membandingan hasil kerja
seseorang dari hasil kegiatan yang telah dilakukan pada waktu yang
berlainan atau berbeda. Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses
pengawasan dirasa butuh untuk menyamakan hasil kegiatan atau
pekerjaan dengan menetapkan perbedaan apabila  terdapat
penyimpangan.
c. Mengoreksi Penyimpangan
Koreksi hasil kerja yang dilaksanakan pada proses pengawasan
tentu dibutuhkan untuk menghindari penyimpangan yang tidak
diinginkan melalui tindakan yang tidak dikehendaki. Koreksi yang
dilaksanakan selama proses pengawasan ini dilaksanakan untuk

melaksanakan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya.
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214 Model Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa Terhadap Program
Dana Desa
a. Bentuk Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD
terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:
1) Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan
dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi.
Pentingnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh
Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan alokasi dana
desa yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran,
sechingga program yang telah direncanakan sebelumnya dapat
tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.
2) Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang
dilakukan secara tidak langsung dengan melakukan penilaian
laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan
pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk
memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas
pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa.
Menurut Siagian dalam Rahmawati & Rizki (2020)
pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah segala
kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar
penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpan dari rencana

serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
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b. Tahap-Tahap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa

Untuk mengawasi program dana desa Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja kepala Desa

seperti yang diatur dalam pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

110 Tahun 2016. Beberapa tahap pengawasan BPD terhadap

pelaksanaan program dana desa:

1)

2)

3)

Pengawasan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Desa

Salah satu metode pelaksanaan pengawasan terhadap
program dana desa adalah melalui perencanaan kegiatan
Pemerintah Desa. Dalam hal ini BPD memantau dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan program dana Desa sesuai perencanaan yang
telah disepakati. Metode ini sangat penting untuk memastikan
bahwa Kepala Desa melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara
efektif.
Pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan

Badan Pemusyawaratan Desa dapat melakukan pengawasan
melalui pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Melalui pengawasan BPD dapat melihat apakah realisasi
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan program yang
telah ditetapakan.
Pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa

Metode pengawasan terhadap program dana Desa dapat
dilakukan melalui pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BPD melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa terhadap
pelaksanaan program dana Desa selama satu tahun anggaran.
Evaluasi ini mencakup capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa,

dan APBDesa dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.
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¢. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan
Menurut 1 Komang et al. (2021) faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD yaitu:
1) Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa
Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi BPD adalah pola hubungan kerja sama.
Terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan
Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati
satu sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu dan
saling mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD.
Keharmonisan ini desebabkan karena adanya tujuan dan
kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk
mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah
Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara
keduanya.
2) Pendapatan/insentif
Adanya pemberian insentif juga menjadi faktor yang
mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD untuk menjadi lebih
baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian
pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang belum
memadai bagi anggota BPD menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi peningkatan kinerja BPD.
3) Fasilitas Operasional
Fasilitas  operasional juga menjadi faktor yang
mempengaruhi efektifitas kineja BPD dalam melakukan kegiatan
administrasi layaknya lembaga legislatif lainya. Meskipun BPD
hanya bekerja dalam skala desa hal ini juga menjadi faktor
berpengaruh  untuk  memperlancar, mempermudah  dan
mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga

melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa.
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d. Kendala dan Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Melaksanakan Pengawasan Program Dana Desa

Menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat

mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak

optimal antara lain:

1)

2)

3)

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat desa pada saat kegiatan musyawarah
desa masih belum optimal. Tingkat kehadiran masyarakat sangat
jauh dari yang diharapkan pada saat kegiatan musyawarah desa, hal
tersebut dapat dilihat dari daftar hadir dan dokumentasi kegiatan
yang diberikan oleh sekretaris Desa.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD masih belum
memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan
dana desa. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang
sangat rendah serta pemahaman dan pengetahuan BPD dalam
melaksanakan fungsi dan peran sebagai pengawasan terhadap
pelaksanaan program dana desa. Sumber daya manusia juga
merupakan faktor penentu terhadap perkembangan suatu institusi
atau organisasi. Anggota Badan permusyawaratan Desa belum
memahami juknis penggunaan Dana Desa dengan baik, sehingga
ada kesalahan alokasi pemanfaatan Dana Desa kelembagaan untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan.

Kendala Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam
membina hubungan baik secara individual, kolektif ataupun
kelembagaan, baik secara psikologis, sosial ataupun massal.
Melalui komunikasi BPD bersama Pemerintah Desa dapat
membangun kesepemahaman dan koordinasi serta kerjasama dalam
melakukan pengawasan terhadap program dana desa yang
berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan berbasis pada

transparansi dan tanggung jawab.
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Kendala yang dihadapi Badan Padan Pemusyawaratan Desa adalah
kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa.
Kepala Desa tidak transparan terhadap pelaksanaan Program dana
Desa. Hal ini dapat menimbulkan hubungan kerja sama yang
harmonis antara BPD dengan Pemeintahan Desa menjadi tidak baik
sehingga sering terjadi perselisihan antara BPD dengan Kepala

Desa.

2.1.5 Hubungan Antara Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Dengan Partisipasi Masyarakat
a. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Program Dana Desa

Pengawasan masyarakat atau disebut juga sebagai pemantauan
tercantum dalam pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan
bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai
rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan
pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil
pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan
desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam
musyawarah  desa untuk menanggapi laporan  pelaksanaan
pembangunan desa.

Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya
berdasarkan kemampuan pemerintah tetapi juga berkaitan dengan
partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan, guna
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspek-aspek yang
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki seperti yang telcantum dalam
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana

desa.
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b. Dampak Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengawasan

BPD

Menurut Muslimin dalam Siti & Adnan (2019) partisipasi
masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses
pengindentifikasian permasalahan dan potensi yng ada pada
masyarakat, serta menyampaikan solusi paling alternatif dalam
menangani  permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan
permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang
terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun
pengembangan pedesaan agar pemberdayaan masyarakat dapat
berkelanjutan. Masyarakat bersama BPD mengidentifikasi masalah dan
potensi penyimpangan terhadap pelaksanaan program dana desa.
Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program
dana desa maka efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD
semakin meningkat sehingga keberhasilan pelaksanaan program dana

desa dapat tercapai dan tepat sasaran sesuai perencanaan sebelumnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan

penelitian. Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian akan

dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian

lainya:

d.

Nasrul Haq (2019), yang melakukan penelitian tentang ‘“Pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap alokasi dana desa di
Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” maka dapat
disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa
(ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi
penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya

berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara
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kelembagaan, BPD belum mempunyai kesekretaritan sehingga
menyebabkan BPD belum terkelola dengan baik sebagai sebuah
lembaga.

b. Tri Angraini Jamsen (2021) yang melakukan penelitian tentang
“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana
Desa” maka dapat disimpulkan bahwa: kinerja BPD dalam
menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal. BPD selama ini
cenderung pasif dan hanya menunggu adanya inisiatif dari Kepala
Desa untuk menetapkan atau memberikan rancangan mengenai
peraturan Desa. Kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah
Desa dalam hal penetapan peraturan Desa. Rendahnya kualitas sumber
daya manusia anggota BPD.

Berdasarkan penelitian di atas disimpulkan bahwa BPD masih belum
optimal serta cenderung pasif dalam melakukan pengawasan terhadap dana
desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang
berkompeten secara kelembagaan dan kurangnya koordinasi antara BPD

dengan pemerintah Desa.

Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai alur
pikiran penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam
memahami isi penelitian, kerangka berifikir ini didasari berdasarkan
landasan teori yang lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada
pemecahan masalah.

Badan Permusyawaratan Desa sangat mempunyai peran penting
dalam perencanaan dan pengawasan dana desa untuk memastikan
pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati
sebelumnya, dan untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan
dana dan memastikan keberlanjutan pembangunan desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap program dana desa
melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada
perencanaan BPD bersama pemerintah desa dan masyarakat merencanakan

program-program  yang menjadi prioritas dalam meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan BPD melakukan

pengawasan untuk melihat apakah realisasi pelaksanaan program dana

desa sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pada tahap terakhir

BPD melakukan evaluasi pertanggungjawaban dana desa untuk melihat

kesesuain pertanggungjawaban dengan pelaksanaan program dana desa

untuk mengindari terjadinya penyimpangan,

sehingga Pada akhir

penelitian ini kita dapat melihat hasil bahwa pengawasan yang dilakukan

oleh BPD sudah efektif atau belum.

Badan Permusyawaratan

Desa (BPD)
Alokasi Dana Desa
Pengelolaan
l
Pcrejcanaan Pelaksanaan Evaluasi
Partisipasi Realisasi
masyarakat

Pengawasan Dana Desa

Hasil Analisis Model Pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
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BAB 1II
METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Menurut sugiono (2021) penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian
yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari
hasil wawancara, observasi langsung dan dokumentasi yang dilakukan
oleh peneliti. Semua hasil yang didapatkan oleh peneliti nantinya akan

disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk narasi.

Jenis Penelitian

Menurut Zuchri (2021) metode penelitian kualitatif adalah metode
penelitian  yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan  data dilakukan dengan wawancara, observasi dan
dokumentasi, data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana Model
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Sisobabhili terhadap pelaksanaan program dana Desa.

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021), yang dimaksud dengan variabel
penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbetuk apa saja
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam

penelitian ini dikemukakan dua macam variabel, yaitu:

Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atan

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian

27
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ini yang menjadi variabel bebas adalah Model Pengawasan Badan
Permusyawartan Desa.

Peneliti akan menganalisis model pengawasan yang dilakukan oleh
BPD di Desa Sisobahili terhadap pelaksanan program dana desa sehingga
dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa model pengawasan yang
dilakukan oleh BPD di Desa Sisobahili sudah efektif atau belum terhadap

pelaksanaan program dana desa.

Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi
sebab akibat karena adanya variabel bebas. Maka yang menjadi variabel
terikat dalam penelitian ini adalah Program Dana Desa. Peneliti akan
menganalisis realisasi pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili,
sehingga dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa model pengawasan

yang dilakukan oleh BPD desa sisobahili sudah efektif atau belum.

33 Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa Sisobahili Kecamatan
Namohalu Esiwa. Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak April 2023
sampai Agustus 2023, dengan jadwal penelitian sebagai berikut:
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
Bulan
No | Kegiatan
April | Mei Juni Juli Agustus September Oktober
1 Pengajuan
* Judul
2 Bimbingan
" [Proposal
3 Seminar
" [Proposal
4. [Penelitian
5 Pengolahan
" Data
Ujian
6. Skripsi
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Sumber Data

Menurut Sugiyono (2021) sumber data adalah segala sesuatu yang
dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai

berikut:

Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung
dari sumber pertama di tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti
menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai
topik penelitian sebagai data primer.

Adapun Sumber utama dalam penelitian ini adalah lima orang BPD
Desa Sisobahili, Kepala Desa Sisobahili, dan dua orang masyarakat Desa
Sisobahili.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah
dokumen tentang hasil realisasi pelaksanan program dana desa, serta

dokumen terkait dengan pelaksanaan program dana desa.

Instrumen Penelitian

Insrtumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis
sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah
Peneliti, kamera, telepon genggam, pena, buku serta menggunakan metode

wawancara, observasi, dan dokumentasi.
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Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2021) teknik pengumpulan data adalah teknik
atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,

observasi, dan dokumentasi.

Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua
arah untuk memperoleh informasi dan jawaban dari informan terhadap
permasahan yang ada.

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui
komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu
objek yang diteliti.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi
tentang fokus penelitian. Hasil wawancara kemudian disusun secara
sistematis dalam bentuk kata-kata atau narasi.

Informan utama dalam wawancara ini adalah lima orang BPD Desa
Sisobahili, Kepala Desa Sisobahili, dan dua orang masyarakat Desa

Sisobahili.

Observasi
Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau
menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik
observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.
Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam

yang lain.
Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan
langsung untuk mengetahui kondisi Badan Permusyawaratan Desa
Sisobahili serta untuk mengamati model pengawasan yang dilakukan oleh

Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili terhadap program dana Desa.
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Observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak
ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan
mendengarkan suatu objek penelitian  dan kemudian peneliti
menyimpulkan dari objek yang diamati. Peneliti yang memberi makna
tentang apa yang diamatinya dalam reliatas dan dalam konteks yang alami
dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek

yang lain pada objek yang ditelitinya.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh
data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan
gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung
penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai
kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis

akademik yang sudah ada.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2021) analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data
ke dalam bentuk naratif, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Penelitian ini mengunakan tiga (3) teknik analisis data:
Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik
penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh
tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data
juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan

dan kedalaman wawasan yang tinggi.
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Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data. Dalam penelitian kuoalitatif, penyajian data dapat
dilakukan dalam teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data
tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

sehingga akan mudah dipahami.

Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah
penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin
juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa perumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan berupa deskripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga

setelah diteliti menjadi jelas.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum
Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

Pada masa orde baru Badan Permusyawaratan Desa disebut sebagai
Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pengaturan tentang LMD
bahwasannya kepala desa merangkap jabatan sebagai ketua LMD dan
sekretaris desa merangkap jabatan sebagai sekretaris LMD. Keanggotaan
LMD adalah kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga
kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang
bersangkutan. Terlihat bahwa keanggotaan LMD tidak dipilih melalui
musyawarah atau mufakat oleh masyarakat desa, akan tetapi keanggotaan
LMD diisi secara otomatis ketika seseorang menjabat sebagai kepala
dusun, pimpinan lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat. Pada
masa reformasi lahir Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah dan kemudian digantikan melalui Undang-undang
No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah lahir menggantikan Undang-
undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini
Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan
Permusyawaratan Desa. Keberadaan BPD secara normatif menandai
terbentuknya lembaga pengontrol kepala desa dengan menjalankan
fungsi check and balances dalam pemerintahan desa.

Sampai sekarang BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa yang jumlah anggotanya ditetapkan dengan jumlah
ganjil, yakni 5 (lima) hingga 11 (sebelas) orang. BPD memiliki fungsi
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang terpenting yang diberikan
kepada BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala
desa. Dengan adanya wewenang ini BPD bersama kepala desa dapat

bersama-sama dalam membuat peraturan desa. Setelah peraturan dibuat
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dan disahkan, BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa tersebut dan BPD juga melakukan pengawasan terhadap

peraturan kepala desa.

Visi Dan Misi Badan Permusyawaratan Desa
a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan
masyarakat. Adapun visi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili
adalah “Terwujudnya masyarakat desa Sisobahili yang bersatu, maju,

tenteram.”

. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Badan
Permusyawaratan Desa Sisobahili sebagai berikut:

1) Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat;

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
kemasyarakatan ketertiban dan keamanan;

3) Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga
tingkat pemerintahan desa;

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia;

5) Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

412 Job Deskripsi

Tugas Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal
32, tentang Badan Permusyawaratan Desa.

a. Ketua BPD

1) memimpin lembaga BPD

2) menggali aspirasi masyarakat;

3) menampung aspirasi masyarakat;
4) mengelola aspirasi masyarakat;

5) menyalurkan aspirasi masyarakat;
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6) menyelenggarakan musyawarah BPD;

7) menyelenggarakan musyawarah Desa;

8) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

9) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antarwaktu;

10) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;

11) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

12) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

13) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah
Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

14) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

b. Wakil Ketua BPD

1) memimpin lembaga BPD ketika ketua BPD berhalangan;

2) menggali aspirasi masyarakat;

3) menampung aspirasi masyarakat;

4) mengelola aspirasi masyarakat;

5) menyalurkan aspirasi masyarakat;

6) menyelenggarakan musyawarah BPD;

7) menyelenggarakan musyawarah Desa;

8) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

9) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antarwaktu;

10) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa:

11) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

12) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

13) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah
Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

14) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
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c. Sekretaris BPD

1) mengatur administrasi BPD;

2) menggali aspirasi masyarakat;

3) menampung aspirasi masyarakat;

4) mengelola aspirasi masyarakat;

5) menyalurkan aspirasi masyarakat;

6) menyelenggarakan musyawarah BPD;

7) menyelenggarakan musyawarah Desa;

8) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

9) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antarwaktu;

10) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;

11) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

12) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

13) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah
Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

14) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

d. Anggota BPD

1) menggali aspirasi masyarakat;

2) menampung aspirasi masyarakat;

3) mengelola aspirasi masyarakat;

4) menyalurkan aspirasi masyarakat;

5) menyelenggarakan musyawarah BPD;

6) menyelenggarakan musyawarah Desa;

7) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

8) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antarwaktu;

9) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa;

10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
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11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah
Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili

Struktur organisasi merupakan sekelompok aturan peran, hubungan,
dan tanggungjawab yang menguraikan bagaimana aktivitas sebuah
organisasi diarahkan untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi
menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan
dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat
untuk membimbing kearahefesien dalam penggunaan pekerjaan dan
seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja
Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan desa dan memiliki
kedudukdan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat. Badan Pemusyawaratan Desa merupakan
Perwujudan  Demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,
pembangunan serta memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Adapun
struktur  kepengurusan BPD di Desa Sisobahili digambarkan sebagai

berikut.




KETUA BPD

OPERIANUS HAREFA
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WAKIL KETUA

YUNIARO HAREFA

v

SEKRETARIS

MENIELI HAREFA

!

y

Anggota

Anggota

NOVERIUS HAREFA

JULIASNIMAR HAREFA 5.Pd

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPD

4,1.3 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

No Nama Inisial Pendidikan Terakhir Jabatan

1. | Operianus Harefa OP SMA Ketua BPD

2. Sokhialulu Harefa SH S ;ig:l‘:ll.'ﬁfm

3. | Yuniaro Harefa YH SMA Wakil Ketua BPD
4. | Menieli Harefa MH SMA Sekretaris BPD

5. | Juliasnimar Harefa JH S1 Anggota BPD

6. | Noverius Harefa NH Paket-C Anggota BPD

7. | Suryanto Harefa SH Sl Tokoh Masyarakat
8. Junieli Harefa TH S1 Tokoh Masyarakat
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Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam
mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak disalahgunakan. Badan
Permusyawaratan Desa selaku lembaga organisasi yang mempunyai fungsi
dan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan
program dana desa, dimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik
secara langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan pegelolaan
Dana Desa, memberikan saran yang baik terhadap pelaksanaan
penggunaan Dana Desa, memberikan kepastian adanya keterpaduan dan
mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan Dana Desa serta
membangun kerja sama yang sinergis dengan pemerintah Desa dalam
rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa. Untuk
mengetahui model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap
program Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa maka
dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai

berikut:

a. Mengukur

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam terhadap
program dana desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan
skala  prioritas dalam  penetapan rencana  kegiatan  dan
mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, sehingga hasil
pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat dirasakan secara optimal
bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa
sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap
program dana desa dan kinerja Kepala Desa, dimana tugas dan
tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu memberikan
pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan
Alokasi Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap Alokasi Dana

Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya
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penyimpangan penggunaan alokasi dana desa dan membangun kerja
sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan
keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang
dikatakan oleh ketua BPD Desa Sisobahili, bahwa:
“...Dalam tahapan pelaksanaan program dana desa model
pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara
langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program
yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga pengawasan secara
tidak langsung dalam bentuk laporan pertanggungjawaban
pemerintahan desa selama satu tahun” (wawancara dengan OH,

tanggal 02 Agustus 2023).

Gambar 4.2 Wawancara dengan Ketua BPD Sisobahili

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa
pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa
sangat penting dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan program
dana desa dapat tercapai sesuai dengan program yang telah
direncanakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari wakil ketua
Badan Permusyawaratan Desa Sisobahili yang mengatakan bahwa:

*“...Model pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung

kelapangan untuk memantau program penggunaan dana desa

apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati
sebelumnya dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan

tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada
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pemerintah desa”(wawancara dengan YH tanggal 08 Agustus
2023).

— .

Gambar 4.3 Wawancara dengn wakil ketua BPD Sisobahili

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, pengawasan
secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan
Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa
tercapai sesuai perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan dari fungsi
pengawasan yang dilakukan BPD sesuai dengan hasil wawancara
dengan Sekretaris BPD desa Sisobahili bahwa:

”...Pengawasan yang dilakukan BPD adalah mengawasi segala

program pemerintah desa, baik secara langsung maupun secara

tidak langsung kepada pemerintah Desa terkait semua kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa” (wawancara dengan MH

tanggal 11 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh BPD Sisobahili adalah pengawasan
secara langsung untuk memantau pelaksanaan program dana desa dan
pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban pemerintah desa selama satu tahun.

Hal ini didukung oleh teori pada bab II halaman 18, menurut
Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD terhadap
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penggunaan Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung.

Implementasi model pengawasan baik secara langsung mapun
tidak langsung dilakukan dengan mendatangi suatu unit atau bagian
kerja yang diawasi dan juga melalui penilaian laporan yang
disampaikan oleh pihak yang diawasi. Pentingnya pengawasan
langsung dan tidak langsung yaitu untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan

sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

. Membandingkan
Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
perencanaan atau program-program yang akan dilaksanakan oleh
pemeritah desa, keberhasilan suatu program desa tanpa adanya
partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik sehingga keikut
sertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan maupun
program agar dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan suatu program
pembangunan bukan hanya berdasarkan kemampuan pemerintah tetapi
juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan
program pembangunan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
desa dalam penyelenggaraan pemerintahdan juga pembangunan desa
dalam segala aspek-aspek yang sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki seperti yang tercantum dalam Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan mandat
kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa.
Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah
seorang tokoh masyarakat desa sisobahili yang mengatakan bahwa:
“...Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan
program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang
aktif dan terlibat di dalamnya” (wawancara dengan SH, tanggal
21 Agustus 2023).




Gambar 4.4 Waw;rfé dngan Tnko Masyarakat Desa Sisobahili
Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa
sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat pastisipasi
masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau
pelaksanaan  program pemerintah desa. Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat
penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan
rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan
masyarakat schingga hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dapat
dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh masyarakat Desa
Sisobahili mengenai tingkat partisipasi masyarakat bahwa:
“...Untuk partisipasi masyarakat desa sisobahili sudah cukup
baik, karena mulai dari perencanaan tingkat kehadiran masyarakat
yang hadir dalam musyawarah cukup banyak begitu juga pada
pelaksanaan kegiatan semua masyarakat ikut terlibat dalam proses
pekerjaan”(Wawancara dengan JH tanggal 23 Agustus 2023).
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sisobahili
mengenai partisipasi masyarakat bahwa:
*...kalau partisipasi masyarakat desa Sisobahili sudah cukup baik
hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam

musyawarah perencanaan program dana desa, masyarakat
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menyampaikan aspirasi tentang usulan pembangunan dan juga
pada pelaksanaanya masyarakat ikut terlibat dalam pekerjaan

sehingga masyarakat mampu mengontrol kegiatan program dana

desa dengan baik”(wawancara dengan SH tanggal 30 Agustus
2023).

Gambar 4.5 Wawancara déngan Kepala Desa Sisobahili

Dari hasil wawancara tersebut disimpukan bahwa tingkat
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa
sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat
pada saat musyawarah perencanaan program dana desa dan juga
keterlibatan pada proses pekerjaan.

Hal ini didukung teori pada bab II halaman 24 dijelasakan bahwa
menurut Muslimin dalam Siti & Adnan (2019) partisipasi masyarakat
adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengindentifikasian
permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, serta
menyampaikan solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan,
melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam
proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pengawasan program dana desa yaitu dengan ikut terlibat dalam
musyawarah perencanaan program dana desa serta tterlibat dalam
proses pengidentifikasian permasalahan, sehingga masyarakat mampu

memantau dan memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakaan.
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. Mengoreksi
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan Alokasi
Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari kendala
dan hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan, baik. Kendala
dan hambatan tersebut dapat membuat pengawasan yang dilakukan oleh
BPD kurang maksimal. Sumber daya manusia merupakan hal yang
penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa
dalam menjalakan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini sebagian
anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki
kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya.
Sebagaimana yang dikatan oleh anggota BPD desa Sisobahili bahwa:
“...Salah satu kendala dan hambatan BPD Sisobahili dalam
melakukan pengawasan ialah faktor sumber daya manusia, BPD
tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan

pengawasan hal ini sebabkan oleh faktor pendidikan”

(Wawancara dengan JH tanggal 16 Agustus 2023).

F— h @

Gambar 4.6 Wawancara dengan anggota BPD Desa Sisobahili

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota BPD desa
Sisobahili bahwa:

“...Kendala dan hambatan BPD dalam melakukan pengawasan

yaitu kurangnya pemaham BPD dalam melakukan pengawasan

dana desa, hal ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia
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BPD yang kurang memadai”(Wawancara dengan NH tanggal 18

Agustus 2023)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dan
hambatan BPD dalam melakukan pengawasan ialah kurangan sumber
daya manusia yang memadai.

Hal ini didukung teori pada bab II halam 22 dijelasakan bahwa
menurut ade Krisdian et al. (2021) kendala-kendala yang dapat
mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak
optimal antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD masih
belum memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan
dana desa. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan BPD yang
sangat rendah serta pemahaman dan pengetahuan BPD dalam
melaksanakan fungsi dan peran sebagai pengawasan terhadap
pelaksanaan program dana desa. Sumber daya manusia juga merupakan
faktor penentu terhadap perkembangan suatu institusi atau organisasi.

Implementasi kendala dan hambatan Badan Pemusyawaratan
Desa dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya
manusia yang memadai hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan
BPD yang masih rendah, sehinga kemampuan dan pemahaman BPD
dalam melakukan fungsi dan peranya sebagai pengawasan masih
rendah.

Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Sisobahili
mengatakan bahwa:

“...Salah satu cara untu meningkatkan efektivitas pengawasan

BPD ialah dengan memperoleh pengembangan kapasitas melalui

pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis dan juga

pendanaan dan fasilitas yang memadai, namun dalam
kenyataannya belum pernah dilaksanakan”(wawancara dengan

OH, tanggal 02 Agustus 2023)

Hal yang sama di sampaikan oleh wakil ketua BPD desa

Sisobahili bahwa:
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“...Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD yaitu perlu

diadakan pelatihan dan pembimbingan teknis, pendanaan dan

fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kemampuan BPD
sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dengan

baik”(wawancara dengan YH 08 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan BPD Desa Sisobahili maka perlu
dilakukan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan
BPD dalam Pengawasan.

Hal ini didukung teori pada bab II halaman 21 dijelasakan bahwa
menurut I Komang et al. (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas pengawasan BPD yaitu insentif dan fasilitas.

Implementasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan BPD
terhadap program dana desa yaitu dengan pendanaan dan fasilitas yang
memadai serta dilakukan pengembangan kapasitas BPD dalam
melakukan pengawasan melalui kegiatan palatihan dan pembimbingan
teknis, sehingga kemampuan BPD dalam melakukan pengawasan dapat

lebih efektif.

Pembahasan
Setelah melakukan wawancara kepada BPD desa Sisobahili dan
masyarakat, maka dapat diambil sebuah permasalahan:
Bagaimana Model Pengawasan yang dilakukan oleh badan
permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan program dana desa?
Model pengawasan merupakan suatu bentuk atau model pengawasan
yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan
tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau
penyimpangan baik yang bersifat anggaran maupun prosedur kewenangan.
Badan Permusyawaratan desa Sisobahili telah melakukan pengawasan
secara langsung dengan terjun langsung di lapangan untuk memantau dan
memonitoring pelaksanaan kegiatan program dana desa. Badan

pemusyawaratan Desa Sisobahili juga telah melakukan pengawasan yang
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dilakukan  secara tidak langsung  yaitu  melalui  pelaporan
pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam 1 (satu) tahun.

Menurut Nasrul (2019) ada dua (2) bentuk pengawasan BPD
terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan
langsung dan pengawasan tidak langsung:

I) Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan
dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi.
Pentingnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan alokasi dana desa yaitu
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga
program yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai sesuai
dengan yang telah direncanakan.
2) Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang
dilakukan secara tidak langsung dengan melakukan penilaian laporan
yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini
merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi
tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan

keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa.

43.2 Bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan
pelaksanaan program dana desa di Desa Sisobahili?

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan
program dana desa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat
dalam memantau dan memonitoring pelaksanaan program dan desa hal ini
tercantum pada pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan
bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana
dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan
dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada
pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa

untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.
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Demikian juga di Desa Sisobahili tingkat keterlibatan masyarakat
dalam pengawasan Program dana desa sudah cukup baik hal ini dapat
dilihat dari dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah
perencanaan program dana desa cukup banyak dan juga masyarakat ikut
berpartisipasi dalam pekerjaan sehingga masyarakat mampu memantau
dan mengontrol setiap pelaksanaan program dana desa. Partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah salah satu bentuk atau
cara mengambil bagian menjadi subjek atau aktor dalam pembangunan
desa. Masyarakat berpartisipasi dalam pada perencanaan yang disebut
musrenbang, pelaksanaan atau pelaksanaan program, dan aspek kontrol
atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana
desa. bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau
peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang
dimiliki masyaraka. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan
masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah,
masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi
yang ada dimiliki. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun
tidak langsung dalam pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam

pengambilan keputusan.

Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan program dana desa di Desa sisobahili?

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam
menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalakan
fungsinya sebagai pengawasan terhadap program dana desa. Sumber daya
manusia salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari
sebuah organisasi. Pada dasarnya sumber daya manusia berupa manusia
yvang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana, pelaksana,
penggerak, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka

sangat penting sumber daya manusia dimaksud untuk diutamakan
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diperhatikan pengelolaannya dengan baik untuk ketersediaan maupun
kemampuan.

Begitu juga sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa
Sisobahili masih kurang memadai hal ini disebabkan karena faktor
pendidikan yang kurang, sehingga pemahaman dan pengalaman BPD
Sisobahili dalam melakukan pengawasan masih kurang. Pendidikan yang
rendah menjadi salah satu kendala atau hambatan BPD desa Sisobabhili,
sehingga kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh BPD tentang
pengawasan dana desa masih kurang. Ketersediaan sumber daya manusia
yang kompeten akan menentukan dalam perhitungan efektifitas dan
efesiensi pekerjaan. Dengan demikan sumber daya manusia sebagai faktor
pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan
organisasi, maka potensi sumber daya manusia yang baik dan kompeten
harus dimiliki oleh setiap organisasi atau lembaga untuk meraih

keberhasilan dan mencapai tujuan organisasi.

Apa solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program dana
desa di Desa Sisobahili?

Efektivitas pengawasan merupakan suatu kemampuan untuk
melaksanakan tugas atau fungsi pada suatu organisasi untuk memantau
dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan aga sesuai dengan apa
yang direncanakan. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan maka
perlu dilakuakan suatu pengembangan kapasitas untuk menunjang
pengawasan yang lebih baik. Demikian hal ini pengawasan yang dilakukan
oleh BPD sisobahili maka untuk merekomendasikan pengawasan yang
lebih maksimal maka lembaga BPD Sisobahili perlu mengadakan suatu
pelatihan dan pembimbingan teknis untuk meningkatkan kemapuan BPD
dalam melakukan pengawasan dengan baik. Dengan diadakanya pelatihan
dan bimbingan teknis maka kemampuan BPD Sisobahili dalam melakukan
pengawasan dapat lebih baik dan efektif. Pengawasan yang efektif juga
didukung dengan pendanaan dan fasilitas yang cukup dan memadai untuk

mendukung proses kegiatan atau pekerjaan BPD dalam melakukan
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pengawasan program dana desa. Dengan efektivitas pengawasan yang baik
maka tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program yang akan

dilaksanakan akan lebih baik.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan keadaan yang dialami oleh peneliti dalam proses
penelitian dan pelaksanaaan wawancara untuk mengumpulkan data dari
informan, peneliti terkendala dalam melakukan wawancara kepada BPD
dan masyrakat desa sisobahili, hal ini dikarenakan BPD Desa Sisobahili
dan masyarakat mempunyai kesibukan dalam pekerjaan masing-masing

sehingga sebagian wawancara dilakuakan dimalam hari.

Rekomendasi Penelitian
Sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menyarankan kepada

peneliti selanjutnya untuk:

1) Melakukan penelitian yang berkelanjutan dan lebih baik untuk
mengetahui bagaimana model, pengawasan yang lebih baik.

2) Mengumpulkan data dari informan yang lebih banyak untuk
mempermudah dalam mengalisis data dan menjawab rumusan
masalah.

3) Disarankan mengambil judul penelitian yan lebih baik lagi tentang

pengawasan BPD.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Program

Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa, berdasarkan

hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumya tentang model

pengawasan, tingkat keterlibatan masyarakat, serta kendala dan hambatan

BPD dalam melakukan pengawasan maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Model pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap program
dana desa dana desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung
dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan program Dana
Desa dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana

Desa.

. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sudah

cuku baik hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dana desa yang cukup banyak dan juga keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan.

. Kendala dan hambatan yang dialami Badan Permusyawaratan desa

Sisobahili dalam melakukan pengawasan terhadap program dana desa
adalah faktor sumber daya manusia yang kurang memadai, hal ini
disebabkan karena tingkat pendidikan sehingga kemampuan dan

pemahaman BPD dalam melakukan pengawasan masih kurang.

. Solusi yang diberikan untuk meningkatkan pengawasan BPD terhadap

pengawasan program dana desa ialah dengan mengadakan pelatihan dan
pembimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPD untuk lebih
efektif.
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51 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran peneliti diantaranya:

1. Bagi BPD Desa Sisobahili Perlu diadakannya pelatihan mengenai fungsi
pengawasan BPD kepada anggota BPD oleh Pemerintah Desa,
kecamatan ataupun Pemerintah diatasnya. Agar terciptanya sumber
daya manusia yang kompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi
terhadap tugas dan fungsinya.

2. Didalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan
penganggaran program Dana Desa, hendaknya BPD memberikan
masukan, serta inisiatifnya, bukan hanya sekedar mendukung,
menyetujui ataupun tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh
Pemerintah Desa, sehingga mampu untuk memaksimalkan fungsi

pengawasan BPD itu sendiri.
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